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Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial tfelah mengubah
pola pemasaran produk kosmetik secara signifikan. Produk kosmetik kini
banyak dipromosikan melalui platform digital dengan berbagai klaim
manfaat yang menarik perhatian konsumen. Namun, dalam praktiknya
masih banyak ditemukan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar
dari BPOM tetapi menyampaikan klaim yang berlebihan atau tidak
sesuai dengan ketentuan (overclaim).Klaim yang berlebihan tersebut
berpotensi menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian, baik
secara ekonomi maupun kesehatan. Meskipun izin edar telah diberikan,
hal tersebut fidak serta-merta menjamin bahwa produk tfersebut
sepenuhnya aman dari pelanggaran dalam klaim, label, maupun iklan.
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang optimal dari BPOM
sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan peredaran
kosmetik guna melindungi konsumen.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana tanggung jawab BPOM dalam pengawasan izin
edar produk kosmetik ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengawasan izin edar
kosmetik yang merugikan masyarakat ?



Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris,
yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan
dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan meliputi. Pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach), untuk mengkaji peraturan
yang berkaitan dengan pengawasan kosmetik dan perlindungan
konsumen.Pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk
memahami konsep tanggung jawab hukum dan pengawasan
BPOM.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan
fernadap perafuran dan literatur hukum serta wawancara langsung
dengan BPOM Surabaya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
secara deskripftif kuoh’ro’nf untuk menarik kesimpulan.
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Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab BPOM dalam pengawasan izin edar produk kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fanggung jawab utama dalam
melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik, baik pada tahap pra-edar maupun
pasca-edar. Pada tahap pra-edar, BPOM melakukan evaluasi administratif dan teknis
melalui proses notifikasi kosmetik, yang meliputi pemeriksaan komposisi bahan, kesesuaian
klaim produk, serta kelengkapan label sebelum izin edar diterbitkan. Pada tahap pascao-
edar, BPOM tetap melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap produk kosmetik yang
telah beredar di masyarakat. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi dan
distribusi, pengambilan dan pengujian sampel produk di pasaran, serta pengawasan
terhadap klaim dan iklan kosmetik. lzin edar kosmetik bersifat administratif dan dapat
dievaluasi ulang apabila ditemukan pelanggaran, seperti klaim berlebihan (overclaim)
atau dampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Disebutkan pada pendahuluan,
khususnya untuk kosmetik V dan PF dalam hal ini BPOM waijib memberikan informasi dan
peringatan kepada publik agar masyarakat dapat terlindungi dari kerugian akibat klaim
yang fidak benar, serta menempatkan BPOM sebagai pihak yang bertanggung jowab
atas pengawasan aktif demi kesehatan dan hak konsumen.



Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum terhadap pengawasan izin edar kosmetik yang merugikan
masyarakat

Penegakan hukum terhadap kosmetik berizin edar secra umum yong merugikan
masyarakat dilakukan melalui mekanisme sanksi administratif oleh BPOM. Apabila
terbukti terjadi pelanggaran, BPOM berwenang menjatuhkan sanksi berupa
peringatan” tertulis, peérintah penarikan produk dari peredaran (recall),
pembekuan izin edar, hingga pencabutan izin edar kosmetik. Selain sanksi
administratif, BPOM juga melakukan publikasi perlncT:;oTon kepada masyarakat
8uno mencegah kerugian yang lebih luas. Setiap Taporan yang masuk akan

itangani dengan proses pemeriksaan pengelldkon sesual dengan prosedur yang
berla u..Penqg’Qk,on yang dilakukan oleh BPOM yang sudah disiarkan oleh siaran
Eers periode jull hingga september 2025 ungkap kosmetik PF ditarik dari peredaran
kKarena adanya pewarna acid orange /, yang diketahui dapat menimbulkan
ritasi pada kelopak mata ,serta ada kandungan pewarna merah K10 bersitat
karsigonik yon% dapat menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hair.
Pada kosmetlk V masyarakat belum ada Eeloporon ke OM™ Jawa Timur
sehlng%o BPOM belum bisa memberikan sanksi fegas karena untuk pemlberian
sanksi harus ada prosedur berdasarkan pelaporan dari masyarakat tersebut yang
merasa dirugikan dan pada proses pelaporan harus sesual dengan semud
persyaratan yang ada.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalaom pengembangan iimu hukum,
khususnya hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan. Selain itu,
penelitian ini memperkaya kajian mengenai tanggung jawab BPOM dalam
pengawasan kosmetik, terutama terkait fenomena overclaim pada produk

berizin edar yang masih jarang dibahas secara spesifik dalam penelitian
sebelumnya.

Bagi BPOM: menjadi bahan evaluasi unfuk meningkatkan efektivitas

pengawasan, terutama pada tahap pasca-edar dan pengawasan klaim
produk.

Bagi pelaku usaha: memberikan pemahaman agar lebih patuh terhadap
ketentuan perizinan, label, dan klaim kosmetik sehingga tidak merugikan
konsumen.

Bagi masyarakat/konsumen: meningkatkan kesadaran untuk lebih kritis dalam
memilih produk kosmetik, meskipun sudah berlabel BPOM.
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